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1. Kejahatan Korporasi
L. Judul IL. Perpustakaan Nasional

Didistribusikan oleh:
PT. Cita Intrans Selaras (Citila)

Pengantar Penulis ...

. . ; oleh

[ ¢jahatan merupakan gejala sosial yang s:i:nanlt(la'sa;ldtlh;ccil?ilszkzn
i i ini. Keberadaan kejahata
asyarakat dalam kehidupan ini. |

::'l':;“’l:nll:\):'rcsahkan, juga dinilai mengganggu ketertiban dan

hetenteraman dalam masyarakat. L
[ ¢jahatan akan terus berkembang mengikuti p

dari yan

petkembangan masyarakat. Modusnya pun terus :i?:;ian mo}(rieri
lnvensional sampai yang modern. Salah satu cont(li . hJ T
ang perlu kita antisipasi keberadaannya ad:.ilah/ ¢ja a[dma[y o
KA('np,ingut statusnya sebagai kejahatan luar biasa cl'xilraiokcjahatan e
muka diperlukan strategi kh.usus untuk menanggulang

dilukukan oleh korporasi ini. o o

Aparat penegak hukum harus dxber'xkalrll1 ev:eharuf o dalam

memproses korporasi ke pengadilan. Pemerinta nguserta O
iepulasi yang tepat, memberikan sarana dan l;{)rasirakur,n g e
cukup. Hal itu harus dilakukan agar penegakan hu

dupat berjalan dengan baik dan sempurna.



Buku ini memberikan tawaran
kejahatan korporasi di Indonesia yakni d
hukum. Pembaca akan menikmati sy
mengenai kejahatan korporasi yang
penanggulangannya.

progresif bagi penanggulangan
ari sisi teori dan prakeik penegakan
guhan tulisan yang menjelaskan
terjadi di Indonesia dan cara

» penulis mengharapk -

 — ; . gharapkan saran dan kricik

ko-ns‘truktlf bagi pengembangan ilmu hukum pidana m I an.)’ang
riminologi dan hukum pidana korporasi. aupun {lng
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Sejarah Kejahatan

A. Paradigma Kejahatan

Perspekeif adalah pengertian atau makna tentang objek dan kejadian
yuny disusun secara sistematis. Perspektif memengaruhi pengertian dalam
melihat dunia dan masalah-masalah di dalamnya secara realita yang
memiliki cakupan ruang yang begitu luas. Dalam melihat realita ini akan
tlmbul suatu pertanyaan mengenai kebenaran dari realita tersebut,
whingga dibutuhkan suatu usaha untuk melakukan suatu penelusuran

dan pencarian kebenaran (scientific inquiry).

Penclusuran dan pencarian kebenaran dari suatu realita yang memiliki
sfut-sifat ilmiah akan membentuk suatu perangkat pengertian-pengertian
yung disebut sebagai paradigma. Berbeda dengan perspektif, paradigma
memiliki cakupan ruang yang lebih sempit dan lebih khusus yang
dianggap sebagai hasil dari studi suatu kategori khusus gejala sosial
(teaksi-reaksi sosial). Oleh karena itu, paradigma lebih bersifat mendalam
dan teknis tentang suatu gejala tertentu. Meskipun memiliki intisari
yang berbeda, perspektif dan paradigma memiliki suatu persamaan dalam
lial memperhatikan dan memelihara prinsipnya, yakni dasar-dasar yang
akan memengaruhi kesimpulan-kesimpulan yang akan ditarik untuk

menemukan sesuatu yang baru.



[;(.gl[“ [)Un Ptnlilll‘lllhlll ”l(”&(“-“
sangat ({lf)en al Ul“ = B dl= « um c ari st dar
g J
g ukum I 9 y at I) Sul aan
g g
g g
g

S;
hmellmec;a ii(an Lee memap.arkan bahwa terdapat tiga perspektif tentang
i gka:n ukum daln orlgamsasi kemasyarakatan., Tiga perspektif tersebui’
sensus, pluralis, dan konflik. Tiea pe keif ini
suatu keseimbangan ) ol el o,
: yang bergerak dari konservacif ju li
akhlrn}fa ke sebuah perspektif radikal. Selain ity o s iberal EA8
yang d.lgunakan dalam memahami gejala-gejal
positivis, interaksionis, dan sosialis. Keterkaitan

dan paradigma tersebut sangat erat; secara skem
sebagai berikut:'

terdapat tiga paradigma
a (reaksi sosial), yaitu
antara ketiga perspektif
atik dapat digambarkan

=
Konsensus Pluralis

Perspekrif

(Conservative)

Perspektif konsensus beranjak dari nilai-nilai

;Zn?al? masyarallzat (Amerika Serikat). Praduga dasar darj perspektif ini

alah masyarakat yang dianggap relai i i

: & ya p relatif stabil dan terinteprasj d
:;ull(. hStl:u}l;tu(ri sisml dilandasi oleh kesepakatan atas nilai-ni]a{i;' ( il) hirliiamn

alah kehendak masyarakat, (2) hukum memberi .

, erikan layanan i

(3) suatu pelanggaran hukum mencerminkan keunikan. Dalam g:;i:lillll,:

ini, hukum diangga B
p sebagai kesepakatan umu .
masyarakat, dan pelaku kejahatan adalah yan m yang dianut oleh

yang hidup di tengah-

g melanggar kesepakatan

i S WEre
Robert E Meier, “Victimless Crime, Prostitution Dru
5

Roxbury series in crime,” Justice and Law, 1997, hlm. 21 s Haiten The

pengertian tentang kejahacan yang

Wi tersebut, Pasangan dari perspektif konsensus adalah paradigma

pusttivis yang menckankan ketertiban kehidupan sosial dan kejahatan
sehapat hasil dari hubungan suatu sebab-akibat yang kemudian
wendmbulkan “hukum alam”. Hubungan sebab akibat ini dapat
diketaliul melalui suatu penelitian dengan metode ilmiah. Dengan
menpetahul dan memahami tingkah laku pelaku kejahatan, maka perilaku
pelalir kejahatan dapat diprediksi dan pembinaan dapat dilakukan.
Perspektif pluralis adalah suatu pandangan yang mengakui adanya
pethedaan-perbedaan kelompok dan juga perbedaan-perbedaan nilai dan
Lepentingan, Perbedaan antara suatu kelompok sosial dengan kelompok
yung luinnya terletak pada sengketa tentang benar dan tidak benar. Oleh

lurena itu, hukum muncul sebagai suatu bentuk penyelesaian masalah
tlurl sengketa tersebut. Dalam perspekdif ini, sistem hukum bertugas untuk
melindungi kepentingan masyarakat banyak. Pasangan dari perspektif ini
alaluh Paradima Interaksionis, yang menitikberatkan pada keragaman
pullologi-sosial dari kehidupan manusia. Paradigma ini beranggapan
buhiwa tingkah laku kejahatan merupakan suatu kualitas yang diberikan
uleh masyarakat dan merupakan reaksi dari pihak pengamat (masyarakar)
tethudap tingkah laku individu tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya
pitoses pemberian “cap” pada individu yang melakukan suatu perbuatan
tersebut (dicap sebagai penjahat). Ada kecenderungan bahwa sesecorang
yung diberi cap sebagai penjahat akan bertingkah laku sebagaimana cap
yunyg diberikan.?

Sama halnya dengan perspektif pluralis, perspektif konflik juga
mengakui adanya perbedaan-perbedaan dalam strukeur sosial. Akan tetapi,
perbedaan-perbedaan tersebut memunculkan suatu konflik kekuasaan.
[ lukum berfungsi untuk kepentingan penguasa, yaitu mempertahankan
lekuasaannya. Dalam perspektif ini, hukum bergerak karena adanya daya
paksa dari sistem hukum yang dilaksanakan pihak penguasa terhadap kelas
tendah. Penjahat dianggap sebagai orang atau kelompok yang melakukan
suatu tingkah laku yang bertentangan dengan kehendak dan kepentingan
penguasa. Paradigma yang berpasangan dengan perspektif ini adalah

* Ibid., hlm. 22.



paradigma sosialis. Paradigma ini memandang bahwa konflik yang
menjadi persoalan dalam organisasi kemasyarakacan bersumber pada

sistem ekonomj kapitalis. Tingkah laku kejahatan merupakan suary
tingkah laku yang mengganggu kestabilan ekonom; vang telah dikuagaj
oleh kelompok dominan (mereka yang memiliki kuasa terhadap alay
produksi). Hukum digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan
keuntungan yang didapat dari penguasaan sistem ckonomi tersebyr.?

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi olch
setiap masyarakat di dunia inj. Kejahatan dalam keberadaannya
dirasakan sangat meresahkan, juga mengganggu ketertiban dan
ketentraman dalam masyarakat. Kejahatan akan selalu berkembang
mengikuti perubahan masyarakat; modusnya terus berubah-ubah dari yang
konvensional sampai yang modern. Hukum terkadang tidak dapat

menjangkau sehingga diperlukan strategi khusus uncuk mencegah dan
menindak pelaku-pelaku kejahatan.

Banyak faktor yang menjadikan kejahatan terus berkembang, bukan
hanya sekadar fakcor ekonomj $aja, namun juga dendam, sirik, persaingan,
asmara, dan pekerjaan. Kejahatan dapat mengakibatkan orang lain
mengalami kerugian materil maupun immateril. Kejahatan bisa terjadi

dimanapun dan kapan pun, apalagi pada saat sekarang ketika jenis
kejahatan makin beragam.

Kejahatan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bentuknya beraneka
fagam termasuk modus dan motifnya. Kejahatan mengikuti
perkembangan zaman dan peradaban manusia. Kejahatan merupakan
persoalan yang dialami manusia dari wakeu ke wakeu, Bahkan, dari sejak
, kejahatan
merupakan persoalan yang tak henti-hentinya diperbincangkan oleh karena
dimana ada manusia, pasti ada kejahatan, “crime is eternal -as erernal as
society.”Ini merupakan suatu masalah yang sangat menarik, baik sebelum

? Ibid., hlm. 22.

' « « b ) = d Scka 1pun
““'I""“‘ | I ‘ ) l ) I 8 semata-m ll(l, p
‘ “‘I'l\'lll mearu )ll(“] l(()”\(' IS1 N I(“n‘ > ats At a l

i t
eiang legalitas penentuan kejahatan lebih ni/.atlauzni][pual?iz;:a}i:;qzil)
Qmmlmmn Alan tetapi, aspek-aspek hukum c.ll i A
Pebab bl mudah uncuk ditafsirkan. konsep kej.al‘lata.{nsz eri N
pagain sering didengar di dalam pcrcakapa.n se.hjrl? ll(ar;, anp o
dalum artian hukum, sosiologi, dan komb.maﬂ ari ebub n};u.sabab -
Jedus alan berpengaruh terhadap penggalian faktordsz aenanggm;ngan
'oml.n pilirannya berpengaruh terhadap metode p

i inalitas pada umumnya.
y Welativitas kejahatan memerlukan atau befgantgngipljji;;;r;g.
i wiktu, serta siapa yang menamaka‘m sesuatu lt;l-;ef-a%;ka; o
‘Misidaadd is benoming”; yang berart‘i(,jt;{ngkahglil:llilﬁlia:ilzn o
Juhint oleh manusia-manusia ya'ng tida .fmen P
ahat, Meskipun kejahatan itu relatif, na.mu p
""...:.:’I.:'. nse” (Icngfan “mala in prohibita”. Mala in seadalah Sllia;ulfzjlfl:;n_
g a dirumuskan sebagai kejahatan sudah merupaka ).
ke ] hibita adalah suatu perbuatan manusia yang
Sedungkan Mala in prohi .1ta a SN ol il
dillusifikasikan sebagai kejahatan apabila te
lefjuhatan dalam undang-undang.

I, Kecjahatan Konvensional dan Kejahatan Modern

[<¢jahatan sudah ada sejak manllisia mel.zi(ki?a;@fizfzgi;jazr;:;:?
- masa; kejahatan selalu bergerak mengi u‘ ' .
'I“)II::.lll.l ;ulajmasyarakat di situ juga dimunil:ix:k;?df;dziz;tl;l;z):ias;a.
al ini disebabkan karena tujuan man ;
:\lvljl.nllx.nun adalah perbuatan yang dil‘zjxkukan ollih1 scorzr;g :;zr;;s;:z;:i
sudah cukup umur, tidak terganggu jiwa dan akalnya, bpt e
rtanggungjawaban secara hukum dan perbuatar‘l tersebu "
' ”‘m%‘bu gJrundang-undangan. Di dalam kehidupan bermasyar'a ak
l’(.‘ll.'l'ull'l - Eja perbuatan yang dianggap oleh masyarakat tercela, tl'((iiak
::llnl:ltrllci;i patut; akan tetapi, negara melalui aparat penegak huk;:;{lt:k:n
n.u-l'l‘kukan penindakan. Hal ini dimungkink.an kare‘na orEfllg merbuatan
- 1 : langgar hukum baru dikenai sanksi apabila p "
:Hrl I)Efltta:::r:itum dalam rumusan pasal-pasal yang ada dalam peratura
(o o



berundang- ang: ai
[ Bkurildangan. baik undang—und;mg KUHPidana mauy|
peraturan usus y;: rd: aig i
. us yang terdapat dalam undang-undang di |
KUHPidana. Berikut ini akan dji ke
e : : an dijelaskan mengenai kejahacan
nvensional dan Kejahatan Modern. i

l. Kejahatan Konvensional

aWalKaradlfonvensional berasal dari kata konvensi. Istilah konvensi

Segu;za 1gur(112.1kan untuk menyatakan atau mengomunikasikan se "ll.‘l

Oléh Sejj;rllgh ldasabrkan iada kesepakatan. Kesepakatan itu dilakuél:‘u.x
all atau banyak orang; jumlahn iputi (

° ; ya meliputi sebuah lembaga,

dzerah‘ terter?tu, atau yang berskala internasional. Kesepakatan ter:eiillt

pat juga dilakukan oleh sejumlah orang dalam suary kelompok‘ atau

tu organisasi atau
g yang meliputi
arprovinsi. Tidak
nal seperti dalam

antarkelompok, bisa saja antarkabupaten, bahkan ant

jarang, sebuah k iputi ia i
fomrf PBB.a esepakatan meliputi dunia internasio

tusan yang bersifar mengikar. Sehingga

Persoalan yang dise
Misal

dala

mul

pakati mempunyai ruane |j
n; g lingkup yang luas.
nya mengenai hukum-hukum tentang pengetahuan, erika perggaulz;

trin rr?asyi'iraka-t, baik masyarakac sebuah desa atau masyarakar
mdunkas;)n;kdan juga dalam bidang standar kuanticas dan kualitas suatu
fenjata : ak l;m yang sangat penting lagi adalah tentang penggunaan
untuk berperang. Bahkan, sasaran i
. ‘ L ; yang boleh ditembak j I
Sdtlse([i)akan oleh dunia internasional. Sering juga yang disepaki:gjdrjl af}ll
sepale a
ndar-standar kebudayaan yang meliputi sistem bahasa, sistem peralatan

Satein i pencaharian, sistem kesenian, dan lain sebagainya. Hal-hal

s menonjol uneuk disepakati antara lain kecocokan sesuatu dengan
[Hmmln.m. misalnya, sistem keamanan dan peralatan yang digunakan.
Finphoat eleletivitas dan efisiensi suatu metode atau strategi dalam suatu
o kerja juga harus disepakati.

) ddalam sistem berpikir, prinsip-prinsip harus disepakati dengan
filuan membangun suatu sistem yang bersifat formal. Sampai hari ini,
bl ada seperangkat aksioma (tentang aturan, kesimpulan, postulat,
atii metode) yang menjadi dasar utama dalam sistem berpikir (logika).
b obienaran aksioma dalam suatu sistem berpikir merupakan soal
ks pulatan konseptual mengenai fokus suatu persoalan dan bagaimana
wlanjutnya atau penyelesaiannya. Paling tidak, telah disusun dalam bentuk
wetodologi penelitian dan etika profesional.

Selanjutnya, sebutan konvensional adalah sebuah kata yang
Weninjikkan sifac. Sebutan iniuntuk menyatakan segala sesuatu kegiatan
(hersnima) atau tindakan berdasarkan konvensi. Artinya, pelaksanaan setiap
Liunsep harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati
(perundang-undangan). Biasanya setiap orang yang terkait dengannya telah
memahaminya, sehingga proses kegiatan dapat berjalan dengan baik.

ILonvensi atau sebuah kesepakatan dalam masyarakat bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Fungsi pokoknya adalah
pertama memberikan pedoman bertingkah laku atau bersikap pada
anppota masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dalam
masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang

hersangkutan; kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan;
ketiga memberikan pegangan pada anggota masyarakat (orang yang
Liersepakat) untuk mengadakan kontrol sosial, artinya sebagai alat kontrol
terhadap tingkah laku anggota yang bersepakat (masyarakat). Kesepakatan
dupat dilakukan dalam sebuah pertemuan atau forum, misalnya dalam
sidang atau rapat. Ada pula kesepakatan yang sifatnya tidak formal, seperti
sescorang melakukan perubahan dalam menghadiri pesta pernikahan.
[Jiasanya, orang-orang membawa kado berupa barang, tapi dia hanya
membawa amplop yang berisi uang. Semua orang yang melihat, menilai
menilai baik dan menyetujui perbuatan itu boleh dilakukan (selalu seperti



"KEJAHATAN j

IE();[? IBI DPC?NR EAS§Q! |

Kejahatan korporasi (corporate crime) yang terus menerus ' ‘
diperdebatkan telah menjadi wacana global. Hal ini terjadi i ‘u::
karena semakin majunya perekonomian dunia termasuk a
kompleksitasnya. Sebenarnya kejahatan korporasi bukanlah :vw‘"ﬂ. i|f |
suatu hal yang baru namun munculnya telah bersamaan
dengan perkembangan zaman dan kemajuan perabadan umat N }|
manusia yang juga diikuti dengan perkembangan teknologi |
yang dewasa ini sedemikian luar biasanya perubahannya. i

Kejahatan korporasi adalah merupakan tindak pidana
yang dilakukan oleh individu yang mewakili perusahaan atau N

entitas, yang biasanya sering juga disebut sebagai “kejahatan
kerah putih”. Dalam kejahatan korporasi paling tidak ada dua
hal yaitu pertama, tindakan ilegal dari korporasi yang dimulai
dari hal-hal prosedur administrasi. Sehingga hal ini dapat
dikategorikan sebagai pelanggaran perdata dan administrasi.
Kedua, korporasi sebagai subyek hukum (legal persons) mela-
kukan tindakan kejahatan (as illegal actors) baik dilakukan
secara bersama-sama maupun tidak. Buku ini memberikan U“ '
pemaparan lengkap mengenai teori, konsep, dan sejarah |
perkembangan kejahatan korporasi termasuk bagaimana H‘H'
aturan hukum yang berlaku di Indonesia serta sistem peradi- Il

lannya.
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